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Lampiran | : Pedoman Wawancara Bagi Responden

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DALAM MEWUJUDKAN
INDONESIA
BEBAS PASUNG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. Dinas Kesehatan

1. Apakah Sudah ada Perda yang mengatur tentang Pemasungan di
Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Apakah ada dibentuk tim penjangkauan pemasungan yang terdiri dari
unsur : dinas sosial, pekerja sosial, tenaga sosial, dan tenaga
kesejahteraan sosial ?

3. Apakah ada dilakukan advokasi dengan masyarakat, keluarga ODGJ,
Tenaga Kesehatan, dan Kader Kesehatan serta lembaga swadaya
masyarakat terkait pemasungan?

4. Apakah ada dilakukan pemetaan terhadap masalah pemasungan di
lingkup kabupaten ?

5. Apakah ada dilakukan pembinaan ke puskesmas dalam
mengimplementasikan larangan pemasungan terhadap ODGJ ?

6. Adakah SDM terlatih khusus penanganan pemasungan pada pasien
jiwa?

7. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan
pencegahan pemasungan ?

8. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan data dan informasi
di jejaring lain ?

9. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien yang
dipasung ?

10. Apakah ada tersedia fasilitas yang memadai dalam penanggulangan

pemasungan ?
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11. Apa bentuk peran vyang dilakukan Dinas Kesehatan dalam
menanggulangi pemasungan pada ODGJ baik secara promotif,
preventif, kuratif, maupun rehabilitatif?

12. Apakah ada dilakukan advokasi dan koordinasi dalam menetukan
peran, tugas dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan Bebas
Pasung di Kab. Pesisir Selatan?

13. Tindakan apa saja yang dilakukan Dinkes jika Implementasi UU
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa ini tidak berjalan
dengan baik?

14. Apakah Dinas Kesehatan penyediaan buku pedoman tentang
penatalaksanaan Kesehatan Jiwa dan Pemasungan ODGJ bagi pihak
terkait?

15. Apa saja program Dinkes kesehatan dalam penanggulangan ODGJ
dalam hal ini untuk bebas pasung?

16. Apa saja faktor penghambat Implementasi Undang — Undang Nomor
18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

17. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

18. Apakah Dinkes ada melakukan kerjasama dengan Stikes dalam
menerapkan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) bagi ODGJ?

B. Dinas Sosial

1. Apakah ada dibentuk tim penjangkauan pemasungan yang terdiri dari
unsur : dinas sosial, pekerja sosial, tenaga sosial, dan tenaga
kesejahteraan sosial ?

2. Apakah ada dilakukan koordinasi dengan jejaring SKPD terkait
kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat ?

3. Apakah ada dilakukan pemetaan terhadap masalah pemasungan di
lingkup kabupaten ?

4. Apakah ada dilakukan  pembinaan ke bawah  dalam

mengimplementasikan larangan pemasungan bagi ODGJ ?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan
pencegahan pemasungan ?

Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan data dan informasi
di jejaring lain ?

Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien yang
dipasung ?

Apakah ada tersedia fasilitas yang memadai dalam penanggulangan
pemasungan ?

Apakah ada disediakan rumah singgah/rehabilitasi sosial bagi pasien
pasca pasung?

Apakah ada disediakan lapangan kerja atau keterampilan khusus bagi
ODG!J yang sudah lepas pasung ?

Apakah tersedia rumah rehabilitasi medik pasca rawat inap bagi ODGJ
?

Apakah ada ketersediaan lapangan kerja/keterampilan bagi ODGJ Post
Rawat Inap ?

Apakah ada dilakukan advokasi dan koordinasi dalam menetukan
peran, tugas dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan Bebas
Pasung di Kab. Pesisir Selatan?

Tindakan apa saja yang dilakukan Dinsos jika Implementasi UU
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa ini tidak berjalan
dengan baik?

Bagaimana dengan penyediaan/penyebaran buku pedoman terkait
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
kepada pihak terkait?

Apa saja program Dinsos kesehatan dalam penanggulangan ODGJ
dalam hal ini untuk bebas pasung?

Apa saja faktor penghambat Implementasi Undang — Undang Nomor
18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?
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C. Camat

1. Apakah semua pasien yang mengalami gangguan jiwa di daerah bapak
memiliki asuransi kesehatan ?

2. Apakah ada disediakan rumah singgah bagi pasien jiwa pasca
perawatan medis yang kehilangan tempat tinggal?

3. Apakah ada kelompok khusus/organisasi yang membantu Orang
Dengan Gangguan Jiwa ?

4. Apakah ada kebijakan yang menetapkan pelaksanaan penanggungan
pemasungan pada ODGJ ?

5. Apakah tersedia fasilitas yang memadai dalam penanggulangan
pemasungan pada ODGJ ?

6. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan
pencegahan pemasungan pada ODGJ ?

7. Apakah ada kesinergisan sistim data dan Informasi ?

8. Apakah Bapak ada merumuskan kebijakan yang melibatkan sektor
terkait dalam upaya mewujudkan Bebas Pasung di Kabupaten Pesisir
Selatan?

9. Tindakan apa saja yang Bapak lakukan dalam implementasi UU
Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

10. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

11. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

D. Puskesmas
1. Apakah ada dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang
pemasungan ?
2. Apakah semua pasien yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan
pengobatan dan pelayanan kesehatan gratis ?
3. Apakah ada dilakukan kunjungan rumah pada pasien jiwa?
4. Apakah ada dilakukan perawatan pada pasien pasca pemasungan ?
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5. Apakah adakah dilakukan rujukan kepada pasien jiwa yang tidak
memungkinkan untuk rawat jalan yang didampingi dokter puskesmas ?

6. Apakah ada dilakukan pemeriksaan fisik pada pasien jiwa yang dirujuk
balik ke Puskesmas ?

7. Apakah ada dilakukan pelatihan tenaga kesehatan dan kader dalam
penanganan pasien jiwa ?

8. Apakah Puskesmas memiliki kader kesehatan yang membantu
Puskesmas dalam memantau ODGJ setiap saat?

9. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan
pencegahan pemasungan ?

10. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan lintas sektor
terkait lainnya ?

11. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien yang
dipasung ?

12. Apakah Bapak/lbu pernah mengikuti sosialisasi terkait Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

13. Bagaimana peran Puskesmas dalam menangani kasus pasung?

14. Apa fasilitas yag disediakan Puskesmas dalam menangani pasien
Pasung?

15. Program apa saja yang dilakukan Puskesmas terkait dengan isu bebas
pasung?

16. Apa faktor penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

17. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

E. Wali Nagari
1. Apakah pasien gangguan jiwa di wilayah bapak memiliki BPJS?
2. Apakah ada disediakan rumah singgah bagi pasien jiwa pasca
mendapatkan perawatan medis ?
3. Apakah ada dilakukan pemahaman kepada masyarakat tentang

larangan pemasungan ?
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4. Apakah ada disediakan fasiitas berupa modal usaha atau lapangan
pekerjaan bagi ODGJ pasca perawatan medis ?

5. Apakah ada organisasi Pemberdayaan Masyarakat yang membantu
Orang Dengan Gangguan Jiwa ?

6. Tindakan apa saja yang Bapak lakukan dalam Implementasi Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa?

7. Apa upaya yang Bapak lakukan terhadap warga Bapak yang dilakukan
pemasungan?

8. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan
pencegahan pemasungan ?

9. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan lintas sektor
terkait lainnya

10. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien jiwa yang
di pasung?

11. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

12. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

. Keluarga ODGJ

1. Apakah keluarga pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan
jiwa?

2. Apakah pasien ada dilakukan kunjungan rumah dari tenaga kesehatan
untuk dilakukan pemeriksaan?

3. Apakah bapak/ibu diberi kemudahan dalam pengurusan surat-surat
terkait pembiayaan kesehatan?

4. Apakah puskesmas ada melakukan pemeriksaan fisik pada pasien
sesudah dirujuk kembali ke Puskesmas ?

5. Apakah bapak/ibu tahu tentang larangan pemasungan pada pasien jiwa
?

6. Apakah bapak/ibu ada dilakukan pemantauan dari instansi terkait

terhadap anggota keluarga yang di pasung ?
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7. Apa alasan Bapak/Ibu lebih memilih melakukan pemasungan terhadap
ODGJ?

8. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan dari pihak Puskesmas
dalam bentuk obat-obatan, dsb untuk anggota keluarga dengan

gangguan jiwa yang dipasung?
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Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan

N

Foto 2 : Wawancara dengan Kepala Puskesmas Surantiah dan Pengeloka Jiwa Puskesmas
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Foto 3 : Wawancara dengan Sekretaris Nagari Ampiang Parak

Foto 4 : Wawancara dengan keluarga ODGJ di Nagari Ampiang Parak
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Foto 5 : Kunjungan rumah ODGJ di Nagari Ampiang parak
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Foto 7 : Wawancara dengan wali kampung beserta keluarga ODGJ di Nagari Muara
Inderapura
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2020707709 11:42

Foto 8 : ODGJ di Nagari Pasia Palangai

2020/10/14 10:49

Foto 9: Kunjungan ke Kantor Camat Koto XI Tarusan
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WR020/10/15 08:26

Foto 10: wawancara dengan Ibu Aswiliarti Kasi PTM dan Keswa Dinas
Kesehatan Kab. Pesisir Selatan

2020/10/14 12:00

Foto 11: Wawancara dengan Pengelola Program Jiwa Dinas Kesehatan
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Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak agar dapat kiranya
menerbitkan surat izin penelitian agar yang bersangkutan dapat melaksanakan
kegiatan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

TembusanYth.

1. Ketua Program Studi limu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang
2. Mahasiswa yang bersangkutan

3. Arsip
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Lampiran 5 W SEKRETARIAT DAERAH

JI. H. Agus Salim No. 1 Painan Telp. (0756) 21000 — 21313

R I PENELITIAN
Nomor : 070/{82SEKDA- KSB-POL/REK/V1I/2020

Menimbang 1. : Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan
pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian.
2. : Bahwa sesuai konsideran angka 1 serta Hasil Verifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah
memenuhi syarat.
: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iimu Pengetahuan dan Teknologi ;
b. : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
C. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah ;
d. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
Memperhatikan : Surat Direktur Universitas Bung Hatta Nomor :501Akad/Pasca/V-2020 tanggal 15 Mei
2020, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :

Mengingat

o

Nama : YENI SUSANTI

Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-04-1985.

Pekerjaan . Mahasisiwi Unversitas Bung Hatta Padang.

Alamat : Lubuk Aur. Kecamatan Bayang Kab. Pesisir Selatan.

NIK : 1810018412042

Judul : " Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

tentang Kesehatan Jiwa dalam mewujudkan Indonesia Bebas Pasung di
Kabupaten Pesisir Selatan "
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Camat Koto XI Tarusan,
Camat Sutera, Camat Ranah Pesisir, Camat Air Pura, Puskesmas Tarusan,
Puskesmas Surantih, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Air Pura, Wali Nagari Pulau
Karam, Wali Nagari Jinang Kp. Pansur, Wali Nagari Ampiang Parak, Wali Nagari
Padang Lagan, Wali Nagari Muara Inderapura.
Waktu Penelitian : 06 Juli 2020 s/d 02 Agustus 2020.
n Ketentuan i berik

1. Memberitahukan kedatangan peneliti kepada Instansi yang dituju (lokasi penelitian) dengan menunjukkan
Rekomendasi Penelitian.

. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian.

. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Adat Budaya
serta kearifan lokal.

4. Memberitahukan kepada Instansi lokasi penelitian bahwa penelitian telah selesai, dibuktikan Surat

Keterangan Penelitian Telah Selesai dari Intansi lokasi Penelitian.

Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Bagian

Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

. Surat Rekomendasi ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Penelitian
yang dilakukan lamanya lebih dari 6 (enam) bulan, maka Peneliti wajib melakukan Perpanjangan Surat
Rekomendasi Penelitian.

7. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini

akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

w na

L4

(=2}

Painan, 06 Juli 2020

Pembing (IV/a)
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Lampiran 6

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

JI. JI.H.Agus Salim Painan (0756) 21218 Fax (0756) 21218

Nomor . 800/ !29/8DK-SDMK/X/2020 Painan, Oktober 2020
Lampiran L -
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth :

Pjs. Direktur Pascasarjana
Universitas Bung Hatta

Di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . dr. H. Satria Wibawa, M.Kes

NIP : 19650531 199803 1 002

Pangkat/Gol : Pembina TK I/IV b

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
Bahwa mahasiswi tersebut dibawah ini:

Nama : Yeni Susanti

Tempat/Tgl lahir : Padang/09 April 1985

Judul "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Pasung di

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020”
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan

Telah selesai melaksanakan penelitian pada tanggal 06 Juli 2020 s.d
02 Agustus 2020

Demikianlah hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
di ucapkan terima kasih.

. NI 1965 31 199803 1 002
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